
SOP/AS/22

Peralatan/Perlengkapan :

1. Manual Mutu

Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

A

1 Membuat Ringkasan

Kontrak dan Surat

Pernyataan Tanggung

Jawab Belanja SPM

Langsung

Ringkasan 

Kontrak

2 Menandatangani 

Ringkasan Kontrak dan

Surat Pernyataan

Tanggung Jawab

Belanja SPM Langsung

Ringkasan 

Kontrak

3 Membuat Surat

Permintaan Pembayaran

(SPP) Langsung

SPP LS Kontrak

4 Menandatangani Surat

Permintaan Pembayaran

(SPP) Langsung

SPP LS Kontrak

5 Membuat SPM

LS/Kontrak

SPM LS Kontrak

6 Menandatangani SPM

LS/Kontrak

SPM LS Kontrak

7 Mengantar Surat

Perintah Membayar

(SPM) LS/Kontrak ke

Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara

(KPPN).

SPM LS Kontrak

diterima KPPN

8 Mengambil SP2D

LS/Kontrak

SP2D LS Kontrak

SPP LS Kontrak Hari ke 4

Dokumen SP2D LS 

Kontrak

Hari ke 5

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

Pengajuan SP2D LS (Langsung)

Penawaran, BA 

Negosiasi, BA 

Evaluasi, SPK

Hari ke 1

Ringkasan Kontrak Hari ke 1

Ringkasan Kontrak Hari ke 2

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan 04 September 2017

Tanggal Revisi 16 Juli 2018

Tanggal Efektif 16 Juli 2018

Disahkan oleh Ketua

Pencairan Anggaran

1. Undang – Undang  Nomor 17   Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan 

Pertanggung jawaban Belanja Negera Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada 

Dibawahnya

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan 

dan Kesekretariatan Peradilan

7. PERSEKMA No.002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

diLingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

8. Permenpan dan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.

1. S1 Ilmu Hukum

2. S1 Teknik

3. S1 Ilmu Komputer

4. S1 Ekonomi/Manajemen

Keterkaitan :

1. Data-data pendukung

2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor

3. Jaringan internet

1. Jika SOP ini tidak dijalankan, pencairan anggaran tidak dapat berjalan dengan baik 1. Aplikasi GPP (Gaji Pegawai Pusat)

2. SPP 

3. ADK (Arsip Data Komputer)

4. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

5. SSP (Surat Setoran Pajak)

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Keuangan Bendahara PPSPM PPK
Persyaratan 

/Perlengkapan
Waktu Output

SPP LS Kontrak Hari ke 3

SPP LS Kontrak Hari ke 2

SPP LS Kontrak Hari ke 3

MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG 
 

Jalan Sekerak, Kampung Bundar, Karang Baru, Komp. Perkantoran Aceh Tamiang 



B

1 Membuat Surat

Rincian Permintaan

GUP

Surat Rincian

Permintaan GUP

2 Menandatangani 

Surat Rincian

Permintaan GUP

Surat Rincian

Permintaan GUP

3 Membuat Surat 

Penyataan 

Pembayaran (SPP) 

GUP

SPP GUP

4 Menandatangani 

Surat Permintaan

Pembayaran (SPP)

GUP

SPP GUP

5 Membuat SPM Ganti

Uang Persediaan

(GUP)

SPM GUP

6 Menandatangani 

SPM Ganti Uang

Persediaan (GUP)

SPM GUP

7 Mengirimkan Surat

Perintah Membayar

(SPM) Uang

Persediaan (GUP) ke

Kantor Pelayanan

Perbendaharaan 

Negara        (KPPN)

SPM GUP

diterima KPPN

8 Menerima SP2D

Ganti Uang

Persediaan (GUP).

SP2D GUP

9 Mengarsipkan SP2D

Ganti Uang

Persediaan (GUP).

SP2D GUP

diarsipkan

C

1 Menerima Rencana

Penggunaan Anggaran

(RPA)

Rencana 

Penggunaan 

Anggaran

2 Membuat Surat

Pernyataan Uang Muka

Kerja (UP)

Konsep Surat

Pernyataan Uang

Muka Kerja (UP)

3 Menandatangani Surat

Pernyataan Uang Muka

Kerja (UP)

Surat Pernyataan

Uang Muka Kerja

(UP)

4 Membuat Surat

Permintaan Pembayaran

(SPP) Uang

Persediaan (UP)

Surat Pernyataan UP

5 Menandatangani Surat

Permintaan Pembayaran

(SPP) Uang

Persediaan (UP)

Konsep Surat

Permintaan 

Pembayaran UP

6 Membuat Surat

Perintah Membayar

(SPM) Uang

Persediaan (UP)

Konsep Surat

Perintah 

Membayar UP

7 Menandatangani 

Surat Perintah

Membayar (SPM)

Uang Persediaan

(UP)

Surat Perintah

Membayar UP

8 Mengirim Surat

Perintah Membayar

(SPM) Uang

Persediaan (UP) ke

Kantor Pelayanan

Perbendaharaan 

Negara        (KPPN)

SPM UPSurat Perintah 

Membayar UP, 

Surat Pernyataan 

Uang Muka UP dan 

rekening Koran

Hari ke 3

Konsep Surat 

Permintaan 

Pembayaran UP

Hari ke 3

Konsep Surat 

Perintah Membayar 

UP

Hari ke 3

Surat Pernyataan 

UP

Hari ke 2

Surat Pernyataan 

UP

Hari ke 3

Rencana 

Penggunaan 

Anggaran

Hari ke 1

Konsep Surat 

Pernyataan Uang 

Muka Kerja (UP)

Hari ke 1

Pengajuan SP2D UP (Uang Persediaan)

Rencana 

Penggunaan 

Anggaran

Hari ke 1

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Bendahara PPSPM PPK KPA
Persyaratan 

/Perlengkapan
Waktu Output

Dokumen SP2D
Hari ke 5

SP2D GUP
Hari ke 5

SPM GUP Hari ke 3

Dokumen SPM Hari ke 4

SPP GUP Hari ke 2

SPP GUP Hari ke 3

Surat Rincian 

Permintaan GUP

Hari ke 1

Surat Rincian 

Permintaan GUP

Hari ke 2

Pengajuan SP2D GU (Ganti Uang)

Kuitansi, Faktur 

Pajak, SSP dan 

Daftar Nominatif 

pembayaran PPPK

Hari ke 1

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Bendahara PPSPM PPK KPA
Persyaratan 

/Perlengkapan
Waktu Output



9 Menerima SP2D

Uang Muka Kerja

(UP)

SP2D Uang Muka

Kerja (UP)

10 Mengarsipkan 

SPM/SP2D Uang

Muka Kerja (UP)

Arsip SPM dan SP2D

Uang Muka Kerja

(UP)

D

1 Membuat Rincian

Kebutuhan Kegiatan

yang tidak mencukupi

dari dana uang

persediaan

Konsep Rincian

Kebutuhan 

Kegiatan yang

tidak mencukupi

dari dana uang

persediaan

2 Menandatangani 

Rincian Kebutuhan

Kegiatan yang tidak

mencukupi dari dana

uang persediaan

Rincian 

Kebutuhan 

Kegiatan yang

tidak mencukupi

dari dana uang

persediaan

3 Membuat surat

permohonan 

permintaan 

Tambahan Uang

Persediaan (TUP)

Surat Permohonan 

Permintaan TUP

4 Menandatangani 

surat permohonan

permintaan 

Tambahan Uang

Persediaan (TUP)

Surat Permohonan 

Permintaan TUP

5 Mengirimkan Surat

Permohonan 

permintaan 

Tambahan Uang

Persediaan (TUP) ke

KPPN

Surat Permohonan 

Permintaan TUP

6 Menerima 

Permohonan 

Persetujuan TUP dari

KPPN

Surat Permohonan 

Permintaan TUP

7 Membuat Surat

Permintaan 

Pembayaran (SPP)

TUP

Persetujuan TUP

8 Menandatangani 

Surat Permintaan

Pembayaran (SPP)

TUP

SPP TUP

9 Membuat SPM

Tambahan Uang

Persediaan (TUP)

SPP TUP

10 Menandatangani 

SPM Tambahan

Uang Persediaan

(TUP)

SPM TUP

11 Mengirimkan Surat

Perintah Membayar

(SPM) Tambahan

Uang Persediaan

(TUP) ke         KPPN

SPM TUP diterima 

KPPN

12 Menerima SP2D

Tambahan Uang

Persediaan (TUP).

SPM dan SP2D 

TUP diterima

13 Mengarsipkan SP2D

Tambahan Uang

Persediaan (TUP).

SPM dan SP2D 

TUP diarsipkan

Dokumen SPM

Hari ke 4

Dokumen SPM dan 

SP2D TUP 

Hari ke 5

SPP TUP

Hari ke 3

SPM TUP

Hari ke 3

Persetujuan TUP Hari ke 2

SPP TUP

Hari ke 2

Surat Permohonan 

Permintaan TUP

Hari ke 2

Surat Permohonan 

Permintaan TUP

Hari ke 2

Surat Permohonan 

Permintaan TUP

Hari ke 1

Surat Permohonan 

Permintaan TUP

Hari ke 1

Konsep Rincian 

Kebutuhan 

Kegiatan yang tidak 

mencukupi dari 

dana uang 

persediaan

Hari ke 1

Rincian Rencana 

Penggunaan 

Anggaran, 

Realisasi 

Anggaran,  

Rekening Koran 

dan Surat 

Pernyataan TUP 

Hari ke 1

Pengajuan SP2D TU (tambah Uang)

RKA-KL, TOR & 

RAB 

Hari ke 1

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Bendahara PPSPM PPK KPA
Persyaratan 

/Perlengkapan
Waktu Output

SPM dan SP2D 

Uang Muka Kerja 

(UP)

Hari ke 5

SP2D Uang Muka 

Kerja (UP)

Hari ke 4


